PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR : Kpts. 2p2 /¥|/2021

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENYELENGGARAAN PERIZINAN

BUPATI KUANTAN SINGINGI

Menimbang : a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun,

menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dengan

memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan

masyarakat, dan kondisi lingkungan;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,

bahwa setiap Penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan

menerapkan Standar Pelayanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati -

Kuantan Singingi tentang Penetapan Standar Pelayanan Pubhk

Penyelenggaraan Perizinan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan -

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan. |

Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lcmbaran Negara !
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran =
Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagalmana telah s
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 200‘%_ | :
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor: 53 Tahun

1999 tentang Pembentukan Kabupaten - Pelalemcm, habupaten

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan thr, deupatcn Smk i\abupaten;i
Karimmun, Kabupaten Natuna,’ Kabupaten I\uantan Smgmgl ‘ds
Kota Batam (Lembaran Neg,ara chubhk Indont,sm ‘Tahun""’lg
Nomor 181, Tambahan Lcmbamn Negara chllxb.h' Ind
Nomor 3902); e
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10.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentahg Keterbuksan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ‘
Nomor 4846j;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pela;\,'anan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S038);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573},
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 téntang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741); o .
Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun = 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis RiSiLo (Lembaré'n
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2021 Nomor 15 Tambahan i
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); . =

Peraturan Pemerintah = Nomor 6 Tahun 2021 tentang B
Penyelenggaraan Penzman Berusaha Di- Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonema Tahun 2021 Nomor 16 Tambahan Lcm’aaran 4
Negar a Repubhk Indonesxa Nomor 6618)-*" S et
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L1,

12

13,

14,

15.

16

17

«

18.

19

' ‘Tahun 9021 tentang pedaman drm tata cara Peiayan&q Permnan
“Berusaha Berbasis Risiko dan Fasdzms Pmanaman %od&!"'{Benm 7

5 Ncgara Repubhk Inclonesm 'l‘ahun 0021

I’t-ratunm Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan,
Perlindungan, dan Pemberdavaan Koperasi dan Usaha Mikra
Keeil, dan Menenggah (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomaor 661%),

2. Peraturan  Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajuk

Dacrah  dan  Retribusi Daerah Dalam  Rangka  Mendukung
Kemudahan Berusaha dan Layanan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6622),

Peraturan  Pemerintab Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggnrann  Penatuan Ruang  (Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesin Nomor 6633);

Peraturan  Pemerintah Nomor 28  Tahun 2021  tentang
Penvelenpgarnan  Bidang  Perindustrian  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesin Nomor 6640);

Peraturan  Pemerintah Nomor 29  Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 664 1),

Peraturan  Pemerintah  Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan  Bidang Lalu  Lintas dan  Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomaor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014
tentang  Penycelenggarnan  Pelayanan  Terpadu Sat Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 61); » ‘

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 ’I‘ahun 2017 1emang o
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daemh (Berita.
‘Negara Republik Indonesia Tahun ’701? Nomor ‘ioaﬁ), : _
: Pu‘amran kepa.la Badan I\oordmast Pt:nanaman Modal Nomc«r s e b

Nomor 272);
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

21

23.

24.

25.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 -

Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata cara Pengawasaﬁ E
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Dacerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
(Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021
Nomor 1);

Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten
Kuantan Singingi Tahun 2017 Nomor 9);

Peraturan Bupati Nomor  Tahun 2021 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha:
Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kuantan Singingi;

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 65 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan
Singingi Tahun 2021 Nomor 65).

MEMUTUSKAN :

Standar  Pelayanan  Publik  Penyelenggaraan Perizin‘ah,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. ‘
Standar  Pelayanan  Publik Penyélenggaraan Périzinan
sebagaumana dimaksud pada D1ktum KESATU mellputl ruang:' '
l1ngkup pelayanan perizinan. : ‘ :
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KETIGA

KEEMPAT

Standar Pelayanan Publik Penyelenggarann  Perizinan d:,s"‘,l;;-v»m,
Lampiran Keputusan ini wajib dilnksanuakan olith
penyelenggara  sebagai  acuan  dalam  penilaian  kinerja
pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku scjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di = Teluk Kuantan
pada tanggal |¥ PeEMber 2021

Tembusan disampaikan kepada Yth;
1. Inspektur Kab. Kuantan Singingi.

2. Arsip
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